


BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara dengan
individu negara dengan organ-organ tidak selamanya terjalin dengan baik, sering
kali hubungan ini menimbulkan sengketa diantara mereka. sengketa ini dapat
bermula dari berbagai sumber penyebah sengketa, Upaya penyelesaian sengketa
terhadap ngara-negara telah menjadi upaya seluruh negara. Upaya-upava
penyelesaian ini ditujukan dengan menciptakan hubungan antar negara yvang lebih

baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.’

Upaya-upaya penyelesaian terhadap sengketa sudah menjadi perhatian
vang sangat penting di masyarakat internasional sejak abad ke-20, Dalam awal
perkembangannya, hukum internasional mengenal dua cara penvelesaian sengketa
yvakni cara penyelesaian secara damai dan perang, cara perang untuk
menyelesaikan sengketa telah lama  digunakan contoh kebijakan Mapoleon

Bonaparte menggunakan perang untuk menguasai wilayah Eropa pada abad X1X.

Sarjana terkemuka Rumania fon Diaconnu menyatakan “perang atau
kekuasaan  untuk  menyelesaiakan  sengketa, sehaliknya cara damai bhelum
dipandang sebagai aturan yang dipatuhi dalam kehidupan in many case 2 resource
to violence has been used mean is noyet the true in international law . Mahkamah

internasional menggunakan pendapat hukum (adivisiory agrnian) dalam kasus

" lon Diacon, Peacefill Setlen af Dispate Between Pasie, 1986, hal 1095
Libid




interpretation of peace treaty (1930, ICRI) untuk menyatakan pengertian
sengketa’.  Dalam hukum internasional public dikenal dua macam sengketa
internasional, vaitu sengketa hukum (fegal fuselicial disputes) dan sengketa politik
(politic or not justicieable disputes). Tidak ada kriteria vang jelas mengenai
perbedaan kedua istilah tersebut untuk dipakai menjadi pembeda sengketa, hanva
dipandang sebagai sengketa hukum  yaitu apabila dapat  diserahkan dan

diselesaikan oleh pengadilan internasiona).

Menurut Friedman pendapat yang dikemukakan aleh para sarjana hukum
internasional yang dikemukakan oleh Wolfgang tracnd” meskipun sulit untuk
membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya dapat terlihat pada
konsep sengketad, Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang dapat
disclesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum vang ada
dan  pasti. Sengketa politik adalah sengketa yang sifainya mempengaruhi
kepentingan vital negara seperti integritas wilavah dan  kehormatan  arau

kepentingan dari suatu negara,

Pandangan ini tampaknya diikuti oleh Intenasional Court Justice (1020
dalam sengketa the border trans border armed action (Micaragua ustcondencious
1988). 1C) menyatakan yang dimaksud dengan sengketa hukum adalah "a dispute

of being settle by the application of principle and rulesof international law®,

TPCILI924 A 2 Sengkela Pertikaian Mengenai Pessoalan Hukum Suate Fakin Suaty
Perselisihan Mengenai Pandangn Hukum. hal 11
* Wolfeang Friedman, 1969, Et al International Case of Malrila, st Palum Win Public hal 243
* 1988 1CT,ri 1969 Martin Dixan, 2000, Textbook International Law, London. Blacksone
dthed) 2000, hal 272




BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A, KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Kerangka kerja sama ASEAN
vang diaplikasikan ke dalam ASEAN charter tahun 2008, jika terjadi
diantara negara anggota ASEAN  maka ada beberapa alternatif cara
penyelesaian sengketa yakni penvelesaian vang diselesaikan secara damai,
melalui dialog, konsultasi dan negosiasi diantara negara secara bilateral,
lika cara ini tidak menghasilkan penvelesaian maka ASEAN akan
mengambil inisiatif untuk membentuk dewan agung untuk melakukan
penyelidikan, jasa baik. penengah, dan menyarankan kedua negara untuk
berdamai. Jika belum juga berhasil menyelesaikan sengketa.  maka
sengketa ini akan dibawa ke pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN
untuk memberikan saran dalam penyelesiaan sengketa antar negara

anggota lerscbut.

Factor yang melatarbelakangi sengketa kedua negara ini telah terjadi sejak
tahun 1962, dimana kedua negarasaling mengklaim kepemilikan daerah
perbatasan dimana pada daerah tersebut terdapat sebuah kuil tua yang
mana pada daerah tersebut banyak terdapat kekeayaan alam vakni minyak

bumi dan gas alam. Pada dasranya sengketa ini telah dibawa oleh kedua
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